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ABSTRAK 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka kemiskinan di 

Kabupaten Seram Bagian Barat yang menuntut peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam 

merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan yang terukur dan berkelanjutan. Tujuan 

utama kegiatan adalah memperkuat kemampuan aparatur serta pemangku kepentingan daerah 

dalam memahami dan menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pada penyusunan 

dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Kegiatan dilaksanakan 

melalui pendekatan partisipatif yang meliputi sosialisasi, pelatihan, diskusi, demonstrasi, dan 

pemanfaatan media sosial untuk memperluas jangkauan informasi. Hasil kegiatan 

menunjukkan peningkatan pemahaman teknis peserta terhadap tahapan monev, terbentuknya 

rancangan awal sistem monev RPKD, serta terbangunnya koordinasi lintas sektor dalam 

mendukung kebijakan berbasis data. Selain itu, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran 

pentingnya evaluasi berbasis bukti sebagai dasar perbaikan strategi penanggulangan 

kemiskinan daerah. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah dalam 

memperkuat tata kelola penanggulangan kemiskinan yang lebih adaptif, transparan, dan 

berorientasi pada hasil, sekaligus menjadi langkah awal menuju efektivitas kebijakan 

pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan di Kabupaten Seram Bagian Barat. 

Kata kunci: RPKD, Monitoring dan Evaluasi, Penanggulangan Kemiskinan, Seram Bagian 

Barat, Pengabdian Masyarakat. 

 

ABSTRACT  

This community service activity was motivated by the increasing poverty rate in West Seram 

Regency, which underscores the need to strengthen the local government's capacity to design 

measurable and sustainable poverty reduction policies. The main objective of the program was 

to enhance the competencies of local government officials and stakeholders in understanding 

and implementing monitoring and evaluation mechanisms in developing the Regional Poverty 

Reduction Plan Document (RPKD). The activity was carried out through a participatory 

approach involving socialization, training, discussions, demonstrations, and the use of social 

media to broaden information dissemination. The results showed improved technical 

understanding among participants regarding monev stages, the formulation of an initial draft of 

the RPKD monev system, and strengthened cross-sectoral coordination in supporting evidence-

based policymaking. Furthermore, this activity fostered greater awareness of the importance of 

evidence-based evaluation as a foundation for refining regional poverty reduction strategies. 

Overall, the program contributes significantly to enhancing local governance capacity in 

poverty alleviation by promoting a more adaptive, transparent, and results-oriented 

management framework, serving as an initial step toward more effective and sustainable 

poverty reduction policies in West Seram Regency. 

Keywords: RPKD, Monitoring and Evaluation, Poverty Reduction, West Seram Regency, 

Community Service. 
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PENDAHULUAN 

Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) merupakan wilayah kepulauan di Provinsi 

Maluku yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, mencakup sektor perikanan, 

pariwisata pesisir, dan pertanian sagu. Potensi ini seharusnya dapat menjadi penggerak utama 

pembangunan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, kondisi 

ideal tersebut belum tercapai secara optimal karena sebagian besar masyarakat masih hidup di 

bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data BPS SBB (2024), persentase penduduk miskin 

mencapai 22,31%, menjadikannya daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di 

Provinsi Maluku setelah Kabupaten Maluku Tengah. Angka ini menunjukkan bahwa upaya 

penanggulangan kemiskinan masih menghadapi tantangan kompleks, meskipun terdapat 

penurunan kecil dari tahun-tahun sebelumnya. 

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup tajam antara 

potensi sumber daya alam yang besar dan realitas sosial ekonomi masyarakat di lapangan. 

Idealnya, kekayaan sumber daya alam dapat menjadi modal pembangunan yang mampu 

menggerakkan sektor produktif dan menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Namun 

kenyataannya, berbagai faktor struktural seperti rendahnya kapasitas aparatur daerah, lemahnya 

sistem data kemiskinan, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal masih menjadi 

kendala utama (Setiawan et al., 2022). Akibatnya, kebijakan penanggulangan kemiskinan di 

tingkat daerah belum sepenuhnya berbasis data dan sering kali tidak memiliki sistem evaluasi 

yang terukur, sehingga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi terbatas. Kajian 

terbaru menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa (village funds) di Indonesia masih belum 

optimal untuk pengurangan kemiskinan karena tata kelola dan kapasitas lokal yang belum 

memadai (Anam, 2023). 

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa kapasitas kelembagaan pemerintah daerah 

memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas pelayanan publik dan keberhasilan 

pembangunan daerah (Setiawan et al., 2022). Di sisi lain, dinamika kemiskinan di Indonesia 

juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti krisis ekonomi dan pandemi, yang 

menegaskan pentingnya sistem pemantauan dan evaluasi kebijakan yang tangguh (Suryahadi 

et al., 2020). Dalam konteks global, Sustainable Development Goals (SDGs) menempatkan 

“Tanpa Kemiskinan” sebagai tujuan pertama yang menuntut adanya sistem perencanaan 

pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berbasis bukti (World Bank, 2020). Oleh karena itu, 

memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan monitoring and evaluasi (Monev) 

merupakan langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target pengurangan kemiskinan 

di tingkat lokal sekaligus mendorong keberlanjutan pembangunan berbasis data (Sugiyarto et 

al., 2025). 

Meski demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah 

masih menghadapi keterbatasan dalam penerapan sistem monev yang komprehensif. Hambatan 

yang umum terjadi antara lain kurangnya kemampuan analisis data mikro, rendahnya literasi 

aparatur terhadap pengukuran indikator kinerja, serta belum tersedianya panduan monev yang 

konsisten di tingkat kabupaten (Surtiari et al,. 2024). Selain itu, belum adanya mekanisme 

koordinasi lintas sektor yang efektif sering kali mengakibatkan kebijakan penanggulangan 

kemiskinan berjalan secara parsial dan tidak berkelanjutan. Situasi ini menuntut adanya 

intervensi berbasis peningkatan kapasitas (capacity building) yang tidak hanya menekankan 

aspek administratif, tetapi juga mendorong kemampuan analitik dan penggunaan data dalam 

pengambilan keputusan pembangunan daerah. 

Dalam konteks tersebut, penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah (RPKD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025–2029 menjadi langkah penting 
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untuk memperkuat tata kelola kebijakan daerah. Dokumen ini berperan sebagai panduan 

strategis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merencanakan, 

melaksanakan, serta mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan secara sistematis. 

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan bertujuan mendukung penyusunan dokumen 

tersebut melalui pelatihan, sosialisasi, dan diskusi partisipatif yang menitikberatkan pada 

pemahaman mekanisme monev berbasis bukti. Dengan pendekatan ini, kegiatan tidak hanya 

menghasilkan peningkatan kompetensi aparatur, tetapi juga membantu membangun kerangka 

sistem evaluasi yang terintegrasi di tingkat kabupaten. 

Nilai kebaruan dari kegiatan ini terletak pada penerapan pendekatan integratif antara 

capacity building teknis dan pengembangan sistem monev berbasis data lokal. Pendekatan ini 

mengombinasikan pelatihan teknis, simulasi penginputan indikator kemiskinan, dan kolaborasi 

lintas sektor dalam satu model pembelajaran partisipatif. Inovasi tersebut memberikan 

kontribusi nyata terhadap penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, 

adaptif, dan akuntabel. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model awal 

bagi daerah lain dalam mengembangkan RPKD yang lebih efektif dan berkelanjutan sebagai 

bagian dari upaya nasional untuk menurunkan angka kemiskinan secara sistematis dan terukur. 

 

METODE PELAKSANAAN 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama tiga hari, yaitu pada tanggal 

25–27 Mei 2025, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Kota 

Piru. Peserta berjumlah 35 orang yang terdiri atas aparatur dari Bappeda, Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD), serta perwakilan dari berbagai Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Kegiatan ini menggunakan participatory training approach 

yang menekankan partisipasi aktif peserta dalam memahami dan menerapkan prinsip 

monitoring and evaluasi (Monev) pada penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah (RPKD). Pendekatan ini dipilih karena dinilai efektif untuk meningkatkan 

kapasitas teknis aparatur daerah sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam proses 

perencanaan kebijakan berbasis data. 

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi, pelatihan teknis, diskusi kelompok, 

dan evaluasi. Sosialisasi awal difokuskan pada pemahaman konsep RPKD, prinsip monev, dan 

regulasi nasional yang relevan dengan acuan Bappenas (2022) serta TNP2K (2022). Pelatihan 

teknis dilaksanakan melalui simulasi penyusunan indikator kinerja dan analisis data kemiskinan 

menggunakan video tutorial serta lembar kerja indikator kinerja. Selanjutnya, peserta dibagi 

dalam kelompok kecil untuk menyusun rancangan mekanisme monev menggunakan metode 

focus group discussion (FGD) dan demonstrasi sistem pelaporan berbasis contoh data daerah. 

Tahapan ini memperkuat kemampuan peserta dalam menyusun logframe dan menghubungkan 

antara indikator, capaian, serta keluaran program secara sistematis. 

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu formatif dan sumatif. 

Evaluasi formatif dilakukan dengan observasi langsung selama pelatihan untuk menilai tingkat 

partisipasi dan keterlibatan peserta, sedangkan evaluasi sumatif dilaksanakan melalui 

penyebaran kuesioner post-test guna mengukur peningkatan pemahaman teknis terhadap 

konsep dan penerapan monev. Selain itu, media sosial dimanfaatkan sebagai sarana diseminasi 

hasil pelatihan agar informasi dan praktik baik dapat tersebar lebih luas kepada publik. 

Rangkaian metode ini dirancang tidak hanya sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga 

untuk menumbuhkan kolaborasi dan pembelajaran kolektif antara akademisi dan aparatur 

daerah dalam memperkuat tata kelola kebijakan penanggulangan kemiskinan yang adaptif, 

transparan, dan berbasis bukti. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada pelatihan monitoring and evaluasi 

(Monev) penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) di 

Kabupaten Seram Bagian Barat terlaksana dengan baik dan memperoleh respons positif dari 

peserta. Sebanyak 35 aparatur daerah yang berasal dari Bappeda, Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD), serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

terkait mengikuti kegiatan secara aktif selama tiga hari. Penerapan participatory training 

approach terbukti efektif mendorong keterlibatan peserta dalam memahami mekanisme monev 

yang menjadi acuan penyusunan RPKD. Selain meningkatkan pemahaman teknis, kegiatan ini 

juga memperkuat kerja sama lintas sektor dan menumbuhkan semangat kolaborasi dalam 

perencanaan kebijakan daerah berbasis data. 

Untuk menilai efektivitas pelatihan, dilakukan pengukuran pemahaman peserta sebelum 

dan sesudah kegiatan melalui pre-test dan post-test. Data hasil evaluasi menunjukkan adanya 

peningkatan signifikan pada seluruh aspek yang diukur, meliputi pemahaman konsep dasar 

monev, kemampuan menyusun indikator kinerja, keterampilan analisis data kemiskinan, dan 

kemampuan penyusunan laporan monev. Peningkatan tersebut disajikan dalam Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1. Peningkatan pemahaman peserta 

No. Komponen Capaian  

Sebelum 

Pelatihan (Skor 

Rata-rata, %) 

Sesudah 

Pelatihan (Skor 

Rata-rata, %) 

Peningkatan % 

1 Pemahaman konsep dasar 

monev RPKD 
56 88 32 

2 Kemampuan menyusun 

indikator kinerja  
52 84 32 

3 Kemampuan analisis data 

kemiskinan 
49 81 32 

4 Pemahaman penyusunan 

laporan hasil monev 
61 90 29 

 Rata-rata peningkatan 

pemahaman peserta 
54,5 85,75 31,25 

Sumber : Hasil kusioner pelatihan, Mei 2025 

 

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, seluruh komponen mengalami peningkatan 

pemahaman rata-rata sebesar 31,25 %. Peningkatan tertinggi terdapat pada kemampuan 

menyusun indikator kinerja dan pemahaman konsep dasar monev, yang menunjukkan bahwa 

pelatihan berhasil memperkuat kemampuan teknis peserta dalam menghubungkan indikator 

capaian dengan hasil program. Hasil ini menegaskan bahwa metode pelatihan berbasis simulasi 

dan diskusi interaktif efektif dalam meningkatkan keterampilan analitis aparatur daerah 

terhadap perencanaan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. 

Untuk memperjelas hasil secara visual, Gambar 1 menampilkan grafik batang yang 

memperlihatkan perbandingan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelatihan. 

Grafik ini memperkuat data kuantitatif dalam tabel sebelumnya dengan menunjukkan tren 

peningkatan seragam pada setiap aspek capaian. Sementara itu, Gambar 2 mendokumentasikan 

kegiatan sosialisasi yang menjadi tahap awal pelatihan. Dokumentasi tersebut memperlihatkan 

antusiasme peserta dan suasana pelatihan yang partisipatif, sehingga menjadi bukti empiris 

keberhasilan pendekatan participatory training yang digunakan. 
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Gambar 1. Grafik batang peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Monev RPKD 

 

 Setelah penerapan pelatihan monitoring dan evaluasi (monev), grafik pada Gambar 1 

memperlihatkan adanya peningkatan konsisten pada seluruh aspek kompetensi peserta. Setiap 

indikator menunjukkan tren kenaikan yang relatif merata antara 29–32 persen, menandakan 

bahwa metode pelatihan partisipatif efektif dalam memperkuat kemampuan analisis dan 

evaluasi aparatur daerah. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan pemahaman konseptual 

terhadap mekanisme monev, tetapi juga menunjukkan kemampuan peserta dalam menerapkan 

konsep tersebut pada konteks kerja riil penyusunan RPKD. Dengan demikian, hasil visual ini 

menjadi bukti empiris bahwa pelatihan berbasis praktik mampu mendorong perubahan perilaku 

belajar yang lebih adaptif dan kolaboratif di lingkungan birokrasi daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Penguatan Pemahaman Mekanisme Monev RPKD 

 

 Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menunjukkan keberhasilan program pengabdian 

dalam meningkatkan kapasitas teknis aparatur daerah melalui pelatihan yang terstruktur dan 

berbasis kebutuhan lapangan. Selain menghasilkan peningkatan kompetensi individu, kegiatan 

ini juga berdampak pada penguatan sistem kelembagaan daerah dalam merancang mekanisme 

monev RPKD yang lebih adaptif, transparan, dan terukur. Dengan demikian, kegiatan ini 

memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tata kelola kebijakan penanggulangan 

kemiskinan yang berorientasi pada hasil serta sejalan dengan prinsip good governance dan 

pembangunan berkelanjutan. 

 

Pembahasan  

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi dan pelatihan monitoring dan 

evaluasi (monev) penyusunan RPKD menunjukkan peningkatan kapasitas peserta yang 

signifikan. Peningkatan tersebut terlihat pada pemahaman peserta terhadap konsep dasar 
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monev, kemampuan analisis data kemiskinan, serta keterampilan dalam menyusun indikator 

kinerja. Hal ini menandakan bahwa kegiatan tidak hanya berhasil mentransfer pengetahuan 

teknis, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam melaksanakan 

fungsi perencanaan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, 

hasil pelatihan memperlihatkan proses capacity enhancement yang mencakup dimensi individu 

dan organisasi secara bersamaan.  

Dalam perspektif capacity building, peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar 

31% setelah pelatihan mencerminkan penguatan kapasitas analitik aparatur daerah. Hal ini 

menunjukkan kemampuan mereka untuk memahami konsep monev dan mengolah data secara 

sistematis, yang merupakan bagian dari analytical capacity. Peningkatan ini tidak hanya terjadi 

pada tingkat individu, tetapi juga menjadi indikator terbentuknya kemampuan reflektif dan 

adaptif sebagai inti teori capacity building. Pandangan ini sejalan dengan Setiawan (2022), yang 

menegaskan bahwa peningkatan kapasitas analitik memungkinkan pemerintah daerah untuk 

menyusun kebijakan berbasis data dan bukti (evidence-based policy), sehingga memperkuat 

efektivitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja. Selain itu, tersusunnya rancangan 

mekanisme monev dan video tutorial hasil pelatihan menunjukkan perkembangan kapasitas 

operasional kelembagaan, yaitu kemampuan organisasi dalam mengembangkan sistem dan 

prosedur kerja yang berorientasi pada pembelajaran kelembagaan (institutional learning). 

Sejalan dengan hal ini, Landiyanto (2015) menekankan bahwa penguatan kelembagaan melalui 

dokumen, modul, dan sistem pendukung merupakan elemen penting bagi keberlanjutan 

implementasi monev di era desentralisasi. 

Lebih lanjut, terjalinnya koordinasi lintas SKPD dan dukungan aktif Bappeda serta 

TPKD mencerminkan peningkatan kapasitas koordinatif atau politik (political capacity). 

Dalam teori capacity building, hal ini terkait dengan kemampuan aktor birokrasi untuk 

berkolaborasi lintas sektor serta membangun jejaring kerja yang efektif. Penguatan koordinasi 

tersebut juga sejalan dengan prinsip good governance, yang menekankan pentingnya 

akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan sinergi antaraktor publik (World Bank, 

2020). Pelatihan monev RPKD ini telah mendorong peserta untuk menerapkan materi pelatihan 

secara langsung, termasuk penyusunan indikator kinerja, evaluasi berbasis data, serta publikasi 

hasil secara terbuka dan terukur. Temuan ini juga mendukung penelitian Ojok dan Basheka 

(2016), yang menunjukkan bahwa penerapan sistem monev yang efektif merupakan instrumen 

utama dalam memperkuat good governance. Selain itu, Aldehaim et al. (2024) menegaskan 

bahwa pelatihan yang bersifat partisipatif dan praktis berkontribusi signifikan terhadap 

peningkatan kompetensi berkelanjutan di sektor publik. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil 

mengintegrasikan pembelajaran praktis dan reflektif yang berorientasi pada penguatan tata 

kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis bukti. 

Kegiatan pengabdian ini juga memperlihatkan dimensi organizational learning dalam 

konteks pemerintahan daerah. Melalui pelatihan dan diskusi partisipatif, peserta terdorong 

untuk berbagi pengalaman, merumuskan solusi bersama, dan merefleksikan praktik kebijakan 

yang telah dilaksanakan. Dalam teori organizational learning, proses pembelajaran 

institusional tidak terjadi secara otomatis pada tingkat organisasi, melainkan berawal dari 

individu yang mentransfer hasil pembelajaran pribadi ke dalam konteks kerja kolektif 

(Ortenblad, 2019). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas individu berfungsi sebagai pintu 

masuk bagi terbentuknya budaya belajar di organisasi publik. Seiring aparatur mampu 

memahami dan mengimplementasikan konsep kebijakan, monev, dan perbaikan kinerja secara 

mendalam, mereka tidak hanya meningkatkan kompetensi personal tetapi juga berkontribusi 

terhadap inovasi kelembagaan. Pengetahuan baru yang muncul dari interaksi antaraparat 

mendorong perubahan dalam cara lembaga merancang, mengambil keputusan, dan 
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mengevaluasi hasil pembangunan. Hal ini memperkuat budaya organisasi yang terbuka 

terhadap pembaruan, di mana kesalahan dipandang sebagai peluang belajar, bukan sekadar 

kegagalan administratif (Kesavan, 2021). Sejalan dengan pandangan Piening dan Salge (2015), 

lembaga publik yang berfungsi sebagai organisasi belajar akan lebih mampu beradaptasi 

terhadap perubahan kebijakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program 

pembangunan. 

Selain itu, beberapa penelitian terdahulu juga menguatkan relevansi temuan kegiatan 

ini. Hapsari et al. (2023) di Provinsi Jawa Barat menegaskan pentingnya optimalisasi monev 

untuk meningkatkan kualitas perencanaan daerah, sedangkan Qisthi dan Pandoyo (2024) 

menemukan bahwa efektivitas monev sangat bergantung pada kapasitas teknis aparatur dan 

ketersediaan data yang akurat. Temuan pengabdian ini memperkuat hasil kedua penelitian 

tersebut dengan bukti empiris bahwa pelatihan partisipatif berdampak langsung terhadap 

penguatan sistem dan instrumen monev kelembagaan. Selanjutnya, temuan ini juga 

memperluas penelitian Prasetyo et al. (2024) yang menyoroti digitalisasi sistem monev di 

Kementerian Dalam Negeri, dengan menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan berbasis praktik 

dapat memperkuat sistem monev di tingkat daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian, 

kegiatan ini tidak hanya mereplikasi penelitian terdahulu, tetapi juga memperluas pemahaman 

empiris tentang bagaimana monev dapat berfungsi sebagai instrumen capacity building dan 

institutional learning di level pemerintahan daerah. 

Hasil kegiatan ini juga selaras dengan kebijakan desentralisasi di Indonesia, di mana 

pemerintah daerah diharapkan lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan program 

penanggulangan kemiskinan. Penelitian Fajria et al. (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan 

desentralisasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas lembaga daerah dalam melaksanakan evaluasi 

berbasis data dan penguatan tata kelola lokal. Oleh karena itu, penguatan sistem monev seperti 

yang dilakukan di Kabupaten Seram Bagian Barat dapat menjadi contoh praktik desentralisasi 

yang efektif karena mampu menyediakan dasar empiris dalam penyusunan kebijakan 

kontekstual. Secara konseptual, keterkaitan antara capacity building dan good governance 

tampak jelas dalam hasil kegiatan ini. Peningkatan kemampuan individu dan kelembagaan 

menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil. 

Dengan demikian, pelatihan monev RPKD tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis 

aparatur, tetapi juga memperkuat fondasi kebijakan publik yang berbasis pembelajaran dan 

bukti. 

Pada akhirnya, seluruh proses ini diarahkan untuk memastikan bahwa implementasi 

program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berjalan sesuai target serta memberikan 

dampak nyata bagi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Proses 

koreksi dan penyesuaian strategi yang dilakukan berdasarkan hasil monev menunjukkan adanya 

praktik pembelajaran kelembagaan yang berkelanjutan. Pendekatan seperti ini penting untuk 

menjaga efektivitas dan efisiensi program, sekaligus mendorong transformasi birokrasi menuju 

tata kelola pembangunan yang reflektif dan adaptif. Selain itu, mekanisme monev yang 

sistematis berperan penting dalam memperkuat proses pengambilan keputusan berbasis data, 

memastikan keberlanjutan hasil pelatihan, dan menciptakan budaya evaluasi yang melekat 

dalam sistem pemerintahan daerah. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya 

berkontribusi pada peningkatan kapasitas teknis aparatur, tetapi juga pada pembentukan tata 

kelola daerah yang berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan dan pembangunan inklusif. 

 

KESIMPULAN 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat 

kapasitas kelembagaan pemerintah daerah melalui peningkatan kemampuan aparatur dalam 
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memahami dan menerapkan mekanisme monitoring and evaluasi (Monev) penyusunan 

Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Melalui pendekatan 

sosialisasi, pelatihan, dan diskusi partisipatif, para peserta tidak hanya memperoleh 

keterampilan teknis dalam menyusun indikator kinerja dan mengelola data kemiskinan, tetapi 

juga mengembangkan kesadaran pentingnya penggunaan data sebagai dasar pengambilan 

keputusan kebijakan publik. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penerapan participatory 

training approach mampu meningkatkan kompetensi individu sekaligus memperkuat dimensi 

kelembagaan, sehingga mendukung prinsip good governance di tingkat daerah. Dengan 

demikian, kegiatan ini berhasil mewujudkan sinergi antara peran akademisi dan praktisi 

pemerintah dalam membangun sistem evaluasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis bukti. 

Selain memberikan manfaat praktis, kegiatan ini juga memiliki nilai strategis dalam 

konteks penguatan kapasitas kelembagaan daerah di era desentralisasi. Terbentuknya 

rancangan awal mekanisme monev RPKD menjadi dasar pengembangan sistem evaluasi yang 

lebih terstruktur, adaptif, dan berorientasi hasil. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model 

pembelajaran berkelanjutan bagi pemerintah daerah lainnya dalam memperkuat sistem tata 

kelola penanggulangan kemiskinan berbasis data. Keberhasilan pelatihan ini juga 

memperlihatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif aparatur dalam 

menciptakan lingkungan birokrasi yang belajar (learning organization), responsif terhadap 

perubahan, dan inovatif dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan daerah. 

Ke depan, hasil kegiatan ini berpotensi dikembangkan melalui pendampingan teknis 

lanjutan dalam penyusunan sistem informasi kemiskinan daerah yang terintegrasi, serta 

pembentukan forum koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan keberlanjutan 

praktik monev. Prospek pengembangan ini tidak hanya mendukung efektivitas program 

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat, tetapi juga dapat direplikasi di 

daerah lain sebagai model penguatan kapasitas kelembagaan berbasis bukti. Secara konseptual, 

kegiatan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara akademisi dan pemerintah daerah mampu 

menghasilkan inovasi dalam tata kelola kebijakan publik yang berorientasi pada hasil dan 

mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). 
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